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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 

Memasuki semester kedua tahun 2022, kondisi perekonomian di Kota Depok 

berada pada fase pemulihan yang semakin menguat pasca pandemi covid-19.  Namun 

demikian muncul situasi baru pada tataran global yang harus diwaspadai yang dipicu 

konflik geopolitik.  Dampak yang terasa dari kondisi tersebut adalah kenaikan harga 

bahan pangan seperti crude palm oil (CPO), kedelai, gandum dan turunannya serta 

kenaikan energi seperti bahan bakar minyak, gas dan batu bara sebagai akibat dari 

gangguan rantai pasok (supply disruption), pada sisi lainnya kebutuhan akan barang 

tersebut tetap tinggi tetapi ketersedian barang tidak mencukupi (scarring effect).  

Situasi internasional yang akhirnya berdampak secara nasional seperti ini akan 

menimbulkan kenaikan inflasi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk 

membayar pajak karena mendahulukan kebutuhan dasar dan bahan pokok, sehingga 

pada akhirnya harus diwaspadai dampaknya terhadap penurunan potensi pendapatan 

daerah atau kemampuan keuangan daerah. 

Kemampuan keuangan daerah tahun 2022 dapat digambarkan dari evaluasi 

selama semester pertama pelaksanaan APBD.  Dalam pelaksanaan APBD selama 

semester pertama terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya 

perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran.  Beberapa 

perkembangan yang cukup signifikan tersebut diantaranya adalah bahwa pemerintah 

daerah telah berhasil mengatasi pandemi covid-19, tetapi dampaknya masih dirasakan 

sampai saat ini seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai 

dengan masih rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah, artinya pendapatan daerah 

meningkat sedikit, pada sisi lainnya ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial (social 

safety net) serta kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat 

 Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antara potensi melambatnya 

pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah.  Maka pada 
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perubahan APBD ini akan dilakukan penyesuaian belanja terhadap kemampuan 

keuangan daerah.  Perubahan akan dilakukan pula untuk menyesuaikan target SiLPA 

berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Depok TA.2021 serta 

menyesuaikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi penurunan 

daya beli masyarakat, tambahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Semua 

alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD.  

Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat diberikan kepada  Pemerintah Kota 

Depok dalam skema anggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana BOS termasuk di 

dalamnya adalah penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat.  

Alokasi dana transfer pemerintah daerah diberikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil 

Provinsi Jawa Barat,  bantuan keuangan Provinsi Jawa barat dan bantuan keuangan 

Provinsi DKI Jakarta yang perlu disesuaikan mengikuti struktur APBN dan APBD 

Provinsi. 

Mempertimbangkan kondisi tersebut serta mempedomani ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. maka dapat 

dilakukan perubahan APBD yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan/atau 

e. Keadaan luar biasa. 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:  

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 

b. pelampauan  atau  tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau 

c.  perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

Adapun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 
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a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui 

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan 

Pemerintah; 

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya. 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang terjadi merupakan suatu proses 

yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah  

daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan,  belanja dan 

pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022.  Hal tersebut dimaksudkan agar rencana 

pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan kembali 

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kondisi 

ekonomi makro daerah, asumsi  penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja 

serta pembiayaan daerah, yang telah disepakati dengan DPRD dalam bentuk 

Penandatanganan Nota Kesepakatan  bersama antara Walikota dengan Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 

Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD  Kota 

Depok Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum 

APBD Tahun Anggaran 2022; 

2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022; 
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3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) 

berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 

Anggaran 2021; 

4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada 

hasil evaluasi semester pertama Tahun 2022; 

5. Menyesuaiakan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat 

maupun Transfer Antar Daerah; 

6. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan 

yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan 

memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah. 

1.3 Dasar Hukum Perubahan Penyusunan KUA 

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022 meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  Corona  

Virus  Disease  2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

8. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

9. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil 

Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 121); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Kecamatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6542); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  20); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensisun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 98); 

26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 

Guru Pegawai Negeri Sipil; 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 

28. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negaran Tahun 2022 

Nomor 260 ) 

29. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negaran Tahun 2022 Nomor 11) 

30. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negaran Tahun 2022 Nomor 

149); 
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31. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Keputusan 

Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara 

Tertentu; 

32. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 

1114); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun  2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 99); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Tahun 2021 Nomor 27) 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1513); 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 31). 

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

47. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 354 Tahun 2022 

tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah 

Daerah Lain; 

48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran 

Kecamatan; 

49. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010  tentang Pajak Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2010  tentang Pajak Daerah; 

50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok; 

51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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52. Peraturan Wali kota Depok Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Kota Depok Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Kota Depok Tahun 2022. 

53. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 

2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 
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BAB  II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

Kebijakan ekonomi nasional dihadapkan pada upaya pemulihan ekonomi pasca 

pandemi covid-19 serta tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan 

ketegangan geopolitik internasional. Perbaikan ekonomi dunia berlanjut namun 

berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar 

keuangan yang meningkat. Eskalasi ketegangan geopolitik yang diikuti dengan 

pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia mempengaruhi transaksi 

perdagangan, pergerakan harga komoditas, dan pasar keuangan global, di tengah 

penyebaran Covid-19 yang mulai mereda. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, 

seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, dan India berpotensi lebih 

rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih 

rendah dari prakiraan sebelumnya sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan 

perekonomian global dan gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung. Harga 

komoditas global meningkat, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga 

memberikan tekanan pada inflasi global. Eskalasi ketegangan geopolitik tersebut 

menambah ketidakpastian pasar keuangan global, disamping karena kenaikan suku 

bunga bank sentral AS dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju 

lainnya, sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga 

energi. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal, seiring dengan risiko 

pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (safe haven asset), dan tekanan 

nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat seiring dengan meredanya 

penyebaran Covid-19 varian Omicron. Prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut 

ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi non bangunan serta tetap 

positifnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah. Di sisi eksternal, kinerja ekspor 

diprakirakan tetap baik, meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan 

sebelumnya, seiring dampak geopolitik dan tertahannya aktivitas perdagangan global.  

Secara spasial, kinerja ekspor nasional masih tetap kuat.  Sejumlah indikator ekonomi 

hingga awal Maret 2022 tercatat tetap baik, seperti penjualan eceran, keyakinan 

konsumen, penjualan semen, dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Kedepan, 
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kinerja ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang oleh akselerasi vaksinasi, kebijakan 

persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, 

serta berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait 

lainnya.  

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Melihat perkembangan Nasional dan Internasional serta  semakin membaiknya 

penanganan pandemi Covid-19, maka perekonomian Kota Depok pada perubahan 

tahun 2022 ditargetkan kembali tumbuh positif setelah terkontraksi cukup dalam pada 

tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. Upaya pemulihan 

ekonomi di Kota Depok terus dilakukan tanpa mengabaikan pemulihan kesehatan dan 

dibarengi upaya pemulihan ekonomi, termasuk mempermudah akses masyarakat 

terhadap sarana perdagangan  dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

ekonomi dan infrastruktur lingkungan, pemulihan  sosial termasuk mengurangi beban 

masyarakat yang beresiko sosial.   

Perbaikan ekonomi Kota Depok di dominasi oleh sektor pengeluaran yang 

didukung oleh konsumsi rumah tangga, diharapkan semakin meningkat searah dengan 

membaiknya aktivitas ekonomi yang turut mendorong kenaikan pendapatan dan daya 

beli masyarakat. Kebijakan kenaikan UMK di Kota Depok pada tahun 2021 diharapkan 

mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga, selain berlanjutnya bantuan sosial yang 

turut menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah. Walaupun akselerasi konsumsi 

rumah tangga agak tertahan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) dan pengurangan cuti bersama selama tahun 2022. 

 Vaksinasi yang menjadi game changer dalam pemulihan ekonomi diharapkan 

mampu mendorong peningkatan level of confidence masyarakat dan pelaku usaha. 

Pemberian vaksin dan pemulihan ekonomi maupun sosial di Kota Depok terus berjalan 

beriringan, artinya aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring peningkatan cakupan 

pemberian vaksinasi guna mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd 

imunity. 

Kondisi ekonomi Kota Depok selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi eksternal 

dan internal, juga dipengaruhi oleh  kondisi lainnya seperti infrastruktur, kesiapan 

sumber daya manusia dan program kerja yang akan dilakukan.  Secara ringkas 
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disajikan arah kebijakan ekonomi Kota Depok pada perubahan APBD Kota Depok 

Tahun 2022 sebagai berikut: 

1. Mengurangi dampak covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 

sasaran menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan daya beli 

masyarakat; 

2. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang produksi harus dipulihkan 

diantaranya melalui bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, hal ini 

bertujuan untuk memunculkan permintaan barang  produksi sehingga industri tetap 

bisa berjalan. 

3. Meningkatkan sarpras perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, 

pengembangan pasar dalam negeri; 

4. Mendorong pembangunan infrastruktur lingkungan yang bersifat padat karya 

melalui pola swakelola oleh kelompok masyarakat; 

5. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain. 

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 

adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan  dengan kebutuhan 

belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan 

adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila 

melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan 

kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, 

baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.  

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kota Depok Tahun 

Anggaran 2022 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan 

kemampuan keuangan daerah.  Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan 

dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan belanja hanya untuk mendanai kebutuhan 

belanja prioritas.  Belanja yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Kota Depok 

Tahun Anggaran 2022 adalah: pemenuhan kebutuhan belanja pegawai; pemenuhan 

belanja rutin dan mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; 

pembayaran kewajiban pemerintah daerah terhadap pekerjaan tahun-tahun sebelumnya; 
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pemenuhan belanja yang bersumber dari alokasi dana transfer dan dana BLUD;  

pemenuhan belanja untuk perencanaan teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan 

fisik tahun 2023; pemenuhan belanja yang termasuk kategori darurat dan mendesak 

serta pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan permasalahan ekonomi dan sosial 

masyarakat sebagai dampak pandemi covid-19. 

Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: 

kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagaimana 

diuraikan pada Bab IV, V dan VI dibawah ini.   
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BAB  III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

 

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama 

Tahun 2022 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan 

keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 

2022. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya 

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19, serta 

dampak krisis internasional, perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah 

lain, terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun 

anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 

2021 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2022.   

Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang mendorong 

dilakukannya perubahan KUA Tahun 2022 yaitu adanya kebijakan Pemerintah untuk 

menyesuaikan asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2022 yang menjadi alasan 

Pemerintah untuk melakukan perubahan APBN.  Perubahan APBN ini selanjutnya 

berpengaruh terhadap APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Depok, terutama 

kebijakan Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang memiliki kontribusi besar  dalam  

struktur  anggaran daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer 

Antar Daerah.  Perubahan kebijakan APBN perlu disajikan dalam dokumen perubahan 

KUA dan dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak terhadap rencana 

pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa berdampak terhadap capaian  

kinerja  pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 

Pada Tahun 2022, Pemerintah Pusat memutuskan untuk melakukan perubahan 

asumsi dasar APBN.  Asumsi dasar tersebut perlu disajikan karena terkait  dengan  

struktur  anggaran  daerah  yang  sangat  tergantung  pada dana transfer dari Pemerintah 

Pusat. Perubahan asumsi makro pemerintah  pada tahun 2022 memperkirakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dikisaran 4,8 persen sampai dengan 5,5 
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persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen. 

Pertumbuhan ekonomi ini akan mengalami tekanan karena kenaikan inflasi dan suku 

bunga.  Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 

4,0 persen secara year on year.  Angka inflasi ini lebih tinggi dari ditetapkan APBN 

2022 sebesar 3 persen plus minus 1 persen.  Selanjutnya untuk tingkat suku bunga 

Surat Utang Negara dengan tenor 10 tahun dipatok hingga 8,42 persen, dari 

sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan 

realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen. Nilai tukar rupiah 

outlook-nya berada di kisaran  14.700 rupiah per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya 

tercatat 14.350 rupiah per dolar AS. Kemudian untuk Indonesia Crude Price ( ICP) 

berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per 

barel. Dan untuk lifting minyak dan gas berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, 

yakni masing-masing di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 juta barel 

per hari.  Postur dari APBN dengan perubahan terjadi ini tentu akan menyebabkan 

perubahan sangat besar.  Secara ringkas perubahan asumsi makro APBN disajikan pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1. Perubahan Indikator Makro APBN Tahun 2022 

No. Indikator Kinerja Target 2022 Target P-2022 

1 Laju Pertumbuhan  

Ekonomi (LPE) 

5,2 %-6,0 % 4,8 % – 5,5 % 

2 Inflasi 3 % + 1 % 4 % 

3 Surat Utang Negara 6,8 % 8,42 % 

4 Nilai Tukar Rupiah Rp 14.350/ US$ Rp 14.700/ US$ 

5 Indonesia Crude Price 

(ICP) 

65 US$/barrel 95-105 US$/barrel 

6 Lifting Minyak Bumi 705 -750 ribu barel per 

hari 

635-703 ribu barel per 

hari 

7 Lifting Gas Bumi 1,031-1,200 juta barel 

setara minyak per hari 

956-1.036 juta barel 

setara minyak per hari 

 

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 

Perkembangan yang terjadi selama tahun 2022 terutama dalam menghadapi 

dampak Covid-19 serta kondisi ekternal yang terjadi akhir-akhir ini yang dipicu krisis 

internasional, membutuhkan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, industri, pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Perlu dicermati pula 
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kemungkinan dampaknya terhadap kinerja perekonomian di tingkat kota. Kondisi 

perekonomian kedepan tidak terlepas dari tantangan  yang dihadapi yaitu penanganan 

dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti 

industri, UMKM dan pariwisata yang mengalami penurunan menghasilkan efek 

domino bagi kondisi ketenagakerjaan. Hal ini dapat terlihat dengan semakin 

meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah 

penduduk miskin jika tidak ditangani dengan tepat.  

Dari sisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Depok telah menjaga 

keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat dalam menghadapi dampak 

pandemi Covid-19  serta kondisi eksternal lainnya agar menghasilkan kebijakan 

strategis yang terintegrasi dan tidak berjalan terpisah melalui poin-poin arah kebijakan 

pemulihan ekonomi daerah.  Pada perubahan tahun 2022  prospek perekonomian 

daerah Kota Depok optimis dapat mencapai target  asumsi makro ekonomi 

sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2. Perubahan Indikator Makro Kota Depok Tahun 2022 

No. Indikator Kinerja Target 2022 Target P-2022 

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,30% - 5,78% 5,5 % 

2 IPM 81,62 81,64 

3 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3,08% 2,28% 

4 Angka Kemsikinan 2,35% - 2,41% 2,54% 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka  8,85% 9,47% 

6 Indeks Gini Ratio 0,348 0,360 

Sumber: RKPD-P Kota Depok Tahun 2022 

Keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam menekan lonjakan covid-19 

diharapkan dapat mencegah terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tajam, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat dijaga pada  posisi moderat 

walaupun masih mengalami perlambatan.  Keberhasilan pengendalian covid-19 tidak 

terlepas dari peran semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan serta kesediaan 

masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
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dan Pemerintah Pusat melalui Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok. Vaksinasi 

menjadi triger dalam pemulihan ekonomi yang diharapkan mampu mendorong 

peningkatan level of confidence masyarakat dan pelaku usaha. Pemberian vaksin dan 

pemulihan ekonomi maupun sosial di Kota Depok terus berjalan beriringan, artinya 

aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring peningkatan cakupan pemberian vaksinasi 

sampai ke tingkat booster. 
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BAB  IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan 

Kebijakan pendapatan daerah dihitung dengan memperhatikan penurunan daya 

beli masyarakat akibat penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi 

covid-19, terutama pada sektor perumahan, perhotelan, restoran, transportasi dan 

hiburan. Berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan 

untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan 

dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak serta memperhatikan realisasi keuangan semester pertama tahun anggaran 2022.  

Secara ringkas kebijakan pendapatan pada perbahan APBD Kota Depok Tahun 2022 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi 

Khusus, Dana BOS dan Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022; 

2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022; 

3. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi 

Jawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

4. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi DKI 

Jakarta dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota 
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Jakarta Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan 

Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain; 

5. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan Bagi Hasil Provinsi;

6. Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang sudah mulai pulih, serta hasil

evaluasi semester pertama APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Berdasarkan realisasi semester pertama tahun anggaran 2022 diperoleh data 

sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 

Rp  614.214.875.108,00 dari anggaran sebesar Rp 1.477.712.737.315,00 atau terealisasi 

sebesar 41,57 persen. Realisasi nominal terbesar berasal dari jenis pendapatan pajak 

daerah sebesar Rp 526.903.930.142,00 dan realisasi nominal  terkecil berasal dari jenis 

pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 

Rp  4.702.410.167,00.  Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka diperkirakan target 

pendapatan ali daerah sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 

Rp 1.523.174.034.119,00.  Secara rinci realisasi dan rencana anggaran dapat dilihat pada 

Tabel dan Gambar di bawah ini. 

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun 2022 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

JENIS 

PENDAPATAN 

ANGGARAN TA 

2022 (Rp) 

REALISASI 

SEMESTER 

PERTAMA (Rp) 

Persen 

realisasi 

(%) 

RENCANA 

PERUBAHAN TA 

2022 (Rp) 

1 2 3 4 5 

Pajak daerah 1.222.078.776.412,00 526.903.930.142,00 43,12 1.281.078.776.412,00 

Retribusi Daerah 39.340.996.602,00 19.957.640.527,00 50,73 38.632.750.293,00 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang dipisahkan 
27.071.215.126,00 4.702.410.167,00 17,37 20.409.574.974,00 

Lain-lain PAD 189.221.749.175,00 62.650.894.272,00 33,11 183.052.932.440,00 

JUMLAH PAD 1.477.712.737.315,00 614.214.875.108,00 41,57 1.523.174.034.119,00 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan Daerah 
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Gambar 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun 2022 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan Daerah 

Pada Semester pertama Tahun 2022 realisasi penerimaan Dana Transfer 

Pemerintah sebesar Rp. 634.345.326.022,00 dari anggaran sebesar 

Rp 1.271.379.060.650,00, atau terealisasi sebesar 49,89 persen. Realisasi nominal 

terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 474.050.381.000,00 dan realisasi 

nominal terkecil berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah sebesar 

Rp  42.341.375.820,00.  Tetapi hasil evaluasi semester pertama tidak menjadi patokan 

dalam melakukan perubahan kebijakan dana transfer pemerintah. Perubahan kebijakan 

dana transfer pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.  Berdasarkan 

peraturan tersebut maka secara rinci dilakukan perubahan terhadap pendapatan dana 

transfer dari Pemerintah menjadi sebesar Rp 1.318.313.161.069,00 atau mengalami 

kenaikan sebesar Rp 46.934.100.419,00 yang berasal dari tambahan dana alokasi 

khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain penambahan dana 

transfer, terdapat pula pemotongan dana transfer dari alokasi Dana Alokasi Umum 

sebesar 8 persen untuk kebutuhan penanganan covid-19 yang dilakukan instansi 

vertikal pada tahun 2021.  Secara rinci realisasi dan rencana anggaran dapat dilihat 

pada Tabel di bawah ini. 

Pajak
daerah

Retribusi
Daerah

Pengelolaa
n Kekayaan

Daerah

Lain-lain
PAD

Anggaran (miliar rupiah) 1.222,1 39,3 27,1 189,2

Realisasi smt-1 (miliar rupiah) 526,9 20,0 4,7 62,7

Rencana perubahan (miliar
rupiah)

1.281,1 38,6 20,4 183,1
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Tabel 4.2. Realisasi Transfer Pemerintah Semester Pertama Tahun 2022 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

JENIS 

PENDAPATAN 

ANGGARAN TA 

2022 (Rp) 

REALISASI 

SEMESTER 

PERTAMA (Rp) 

Persen 

realisasi 

(%) 

RENCANA 

PERUBAHAN TA 

2022 (Rp) 

1 2 3 4 5 

Dana Bagi Hasil 102.338.954.800,00 42.341.375.820,00 41,37 137.989.469.578,00 

Dana Alokasi Umum 843.688.626.000,00 474.050.381.000,00 56,19 835.688.626.000,00 

Dana Alokasi Khusus 325.351.479.850,00 117.953.569.202,00 36,25 344.635.065.491,00 

JUMLAH TRANSFER 

PEMERINTAH 
1.271.379.060.650,00 634.345.326.022,00 49,89 1.318.313.161.069,00 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan Daerah 

Dana transfer lainnya yang diterima Pemerintah Kota Depok adalah Transfer dari 

Pemerintah Daerah (Provinsi).  Pada Semester Pertama Tahun 2022 realisasi 

penerimaan Dana Transfer Daerah sebesar Rp. 355.377.028.963,00 dari anggaran 

sebesar Rp 700.563.765.377,00 atau terealisasi sebesar 50,73 persen.  Hasil evaluasi 

semester pertama tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan alokasi dana transfer 

daerah provinsi pada perubahan tahun 2022.  Penentuan kebijakan alokasi dana 

trasnsfer daerah didasarkan pada informasi kebijakan dari pemerintah daerah provinsi; 

dan berdasarkan informasi tersebut pada perubahan anggaran Tahun 2022,  Pemerintah 

Kota Depok mendapatkan alokasi tambahan untuk Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar 

Rp 40.090.490.961,00.  Tetapi untuk bantuan keuangan dari provinsi terjadi 

pengurangan sebesar Rp 62.650.868.100,00  pada alokasi Penerima Bantuan Iuran 

Kesehatan (PBI).  Dengan adanya penambahan dan pengurangan anggaran tersebut, 

maka rencana pendapatan transfer dari pemerintah daerah menjadi sebesar 

Rp 678.003.388.238,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp  22.560.377.139,00. 

Secara rinci realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini. 
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Tabel 4.3.  Realisasi Transfer Daerah Semester Pertama Tahun 2022 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

 

JENIS 

PENDAPATAN 

ANGGARAN 

TA 2022 (Rp) 

REALISASI 

SEMESTER 

PERTAMA (Rp) 

Persen 

realisasi 

(%) 

RENCANA 

PERUBAHAN TA 

2022 (Rp) 

1 2 3 4 5 

Dana Bagi Hasil 

Provinsi 
494.263.016.477,00 227.810.170.063,00 46,09 534.353.507.438,00 

Bantuan Keuangan 206.300.748.900,00 127.566.858.900,00 61,84 143.649.880.800,00  

JUMLAH TRANSFER 

DAERAH 700.563.765.377,00 355.377.028.963,00 50,73 678.003.388.238,00 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan Daerah 

Berdasarkan grafik dibawah ini diperlihatkan bahwa Penerimaan anggaran 

terbesar berasal dari pendapatan asli daerah, disusul pendapatan transfer dari 

pemerintah dan transfer dari pemerintah daerah.  Pendapatan asli daerah memberikan 

kontribusi sebesar 43,23 persen dari pendapatan daerah secara keseluruhan, Adapun 

kontribusi dana transfer masing-masing sebesar 37,46 persen untuk transfer dari 

pemerintah dan 27,46 persen untuk transfer dari pemerintah provinsi.  Meskipun 

pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terbesar untuk mendanai pembangunan 

di Kota Depok, tetapi Pemerintah Kota Depok masih sangat tergantung dari sumber 

pendanaan transfer pemerintah dan pemerintah daerah.  Pada gambar di bawah ini 

diperlihatkan komposisi pendapatan daerah.  

 

Gambar 4.2.  Komposisi Pendapatan Daerah pada Rencana Perubahan APBD 

Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

 
 

Sumber: Data Rencana Pendapatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 

 (Badan Keuangan Daerah) 
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BAB  V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja 

Kebijakan keuangan dari sisi belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan 

belanja wajib dan mengikat seperti memenuhi belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil 

Negara (ASN), honor non PNSD yang belum dianggarkan selama setahun, insentif 

tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, memenuhi belanja rutin seperti 

pembayaran listrik, telepon/internet dan air, memenuhi kewajiban pembayaran 

pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2021 atau tahun sebelumnya, memenuhi 

kebutuhan perencanaan teknis untuk kegiatan fisik tahun 2023 serta memenuhi 

kebutuhan darurat dan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.  Kegiatan 

lainnya yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Tahun 2022 adalah 

penanggulangan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak 

pandemi covid-19. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 

Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah 

kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan 

pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah.   Berkenaan dengan hal tersebut 

maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan 

untuk melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu:  

1. Mengalokasikan  belanja  pegawai  dalam  bentuk  gaji  dan  tunjangan serta 

tambahan penghasilan pegawai yang  diberikan  kepada  Aparatur Sipil Negara 

(ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan 

DPRD, dan Insentif Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19.. 

2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) 

dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah seperti honor pegawai Non PNSD yang belum dianggarkan 

selama 12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan 

pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran 
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kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang 

belum dibayarkan; 

3. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk bidang kesehatan 

dan bidang penegakan hukum; 

4. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK 

Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah 

Provinsi. 

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.   

Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang berkaitan dengan 

kebutuhan belanja wajib yang masih kurang. Terdapat belanja rutin yang belum 

dialokasikan selama satu tahun, terdapat kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK 

(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penyesuaian pembayaran TPP 

(Tunjangan Penghasilan Pegawai) ke tiga belas dan TPP hari raya, pembayaran sisa 

pekerjaan berdasarkan kontrak tahun-tahun sebelumnya.  Keadaan tersebut 

menyebabkan perlunya dilakukan perubahan asumsi dasar serta kebijakan perubahan 

untuk menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.   

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan 

Belanja Tidak Terduga 

Pada semester pertama tahun 2022, realisasi  Belanja sebesar                                     

Rp.  1.079.698.750.244,00 atau terealisasi sebesar 27,79 persen dari pagu anggaran 

belanja sebesar Rp 3.884.875.290.403,00.  Realisasi terbesar berasal dari penggunaan 

Belanja Tidak Terduga sebesar 45,46 persen, sebaliknya realisasi terkecil berasal dari 

serapan belanja bantuan sosial sebesar 0,86 persen.  Secara keseluruhan realisasi 

belanja sebesar 27,79 persen atau sebesar Rp 1.079.698.750.244,00.  Pada Tabel 

dibawah ini disajikan realisasi laporan semester pertama ABPD Kota Depok Tahun 

Anggaran 2022. 
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Tabel 5.1.  Realisasi Belanja Semester Pertama Tahun 2022  

 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Badan Keuangan Daerah (2022) 

Sampai dengan semester pertama tahun 2022, realisasi belanja tidak terduga 

sebesar 45,46 persen yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah daerah 

terhadap pekerjaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya. Adapun pekerjaan 

tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan 

dan Permukiman, Dinas Kesehatan , Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Budaya, 

Kecamatan Sawangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  Penggunaan lainnya 

adalah untuk mendanai kebutuhan mendesak akibat terjadinya bencana alam.  

Penggunaan belanja untuk kebutuhan mendesak tersebut dilaksanakan melalui proses 

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga menjadi belanja kegiatan pada masing-

masing satuan kerja perangkat daerah dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 

56.298.990.347,00, sehingga pagu belanja tidak terduga berkurang dari semula sebesar 

Rp 108.900.000.000,00 menjadi Rp 52.601.009.653,00. 

Belanja tidak terduga digunakan pula untuk membayar restitusi pajak, santunan 

kematian serta bantuan sosial lainya yang tidak dapat direncanakan seperti bantuan 

sosial untuk pembayaran kepada rumah sakit atas pelayanan pada masyarakat yang 

belum masuk dalam kuota PBI BPJS.  Penggunaan belanja ini dilaksanakan melalui 

pembebanan langsung terhadap belanja tidak terduga sampai dengan semester pertama 

sebesar Rp 23.912.929.777,00.  Penggunaan belanja melalui pembebanan langsung 

tidak merubah pagu tetapi mengurangi ketersediaan belanja tidak terduga pada kas 

daerah.  Dengan demikian pagu belanja tidak terduga tetap sebesar Rp 

52.601.009.653,00, tetapi anggaran kasnya berkurang menjadi Rp 28.688.079.876,00.  

JENIS BELANJA ANGGARAN (Rp)
REALISASI SEMESTER 

PERTAMA (Rp)

Persen 

Realisasi 

(%)

1 3 4

Belanja Operasi-Belanja 

Pegawai
1.192.034.646.125,00 458.532.421.549,00 38,47

Belanja Operasi-Belanja Barang 

dan Jasa
1.621.674.218.383,00 478.582.846.178,00 29,51

Belanja Operasi-Belanja Hibah 53.939.512.902,00 12.412.870.000,00 23,01

Belanja Operasi-Belanja 

Bantuan Sosial
72.638.439.250,00 625.050.000,00 0,86

Belanja Modal 891.987.464.090,00 105.632.632.740,00 11,84

Belanja Tidak Terduga 52.601.009.653,00 23.912.929.777,00 45,46

JUMLAH 3.884.875.290.403,00 1.079.698.750.244,00 27,79
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Pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan untuk menambah anggaran kas 

belanja tidak terduga sebesar Rp 5.762.083.767,37  sehingga secara pagu berubah dari 

semula Rp 52.601.009.653,00, menjadi Rp 58.363.093.420,37. Adapun rincian 

penggunaan belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.2.  Realisasi Belanja Tidak Terduga Semester Pertama Tahun 2022  

 

Sumber: Data LRA Semester Pertama Badan Keuangan Daerah (2022) 

Mempedomani hasil evaluasi belanja pada semester pertama tahun 2022, maka 

pada perubahan anggaran tahun 2022 akan dilakukan penyesuaian belanja menjadi 

sebesar Rp. 4.011.112.143.824,00, atau bertambah sebesar Rp 126.236.853.421,00 dari 

posisi hasil evaluasi semester pertama.  Apabila dibandingkan dengan posisi APBD 

Murni Tahun Anggaran 2022 maka terjadi penambahan sebesar Rp. 

497.482.469.971,00.  Selisih penambahan tersebut berasal dari penambahan belanja 

Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 

371.245.616.550,00 dan penambahan kegiatan prioritas sebesar Rp 126.236.853.421,00 

sehingga total penambahan anggaran secara keseluruhan menjadi Rp. 

497.482.469.971,00.  Pada tabel dibawah ini diperlihatkan penambahan anggaran pada 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Tabel 5.3.  Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 

 

Sumber: Data Rencana Belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Badan Keuangan Daerah 2022) 

Pergeseran Anggaran
Pembebanan 

Langsung

1 2 3 4 5 6

108.900.000.000,00 56.298.990.347,00 23.912.929.777,00 52.601.009.653,00 28.688.079.876,00 58.363.093.420,37

SISA ANGGARAN 

KAS (Rp)

REALISASI (Rp)
SISA PAGU 

ANGGARAN (Rp)

PAGU ANGGARAN 

MURNI (Rp)

RENCANA PAGU 

PERUBAHAN (Rp)

JENIS BELANJA APBD MURNI (Rp)

ANGGARAN 

PERGESERAN DANA 

TRASNFER (Rp)

RENCANA 

PERUBAHAN APBD 

(Rp)

1 2 3 4

Belanja Operasi-Belanja 

Pegawai
 1.078.153.777.125,00 1.192.034.646.125,00 1.152.715.664.690,63

Belanja Operasi-Belanja Barang 

dan Jasa
 1.443.395.834.208,00 1.621.674.218.383,00 1.637.289.488.753,00

Belanja Operasi-Belanja Hibah        52.672.852.302,00 53.939.512.902,00 90.501.972.590,00

Belanja Operasi-Belanja 

Bantuan Sosial
       72.638.439.250,00 72.638.439.250,00 72.127.689.250,00

Belanja Modal     757.868.770.968,00 891.987.464.090,00 1.000.114.235.120,00

Belanja Tidak Terduga     108.900.000.000,00 52.601.009.653,00 58.363.093.420,37

JUMLAH BELANJA 3.513.629.673.853,00 3.884.875.290.403,00 4.011.112.143.824,00

TAMBAHAN BELANJA 371.245.616.550,00 126.236.853.421,00
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Komposisi belanja pada perubahan anggaran dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini.  Komposisi belanja terbesar berasal dari jenis belanja barang dan jasa sebesar 40,82 

persen, disusul belanja pegawai sebesar 28,74 persen, belanja modal sebesar 24,93 

persen, belanja hibah sebesar 2,26 persen, belanja bantuan sosial sebesar 1,80 persen 

dan belanja tidak terduga sebesar 1,46 persen.  Belanja barang dan jasa memberikan 

kontribusi terbesar pada perubahan anggaran tahun 2022,  hal ini disebabkan karena 

prioritas pada perubahan anggaran 2022 adalah pemberdayaan masyarakat kelurahan 

termasuk pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial untuk mengatasi 

dampak ekonomi pasca pandemic covid-19 yang semua rincian belanja termasuk 

belanja barang dan jasa Pada gambar di bawah ini diperlihatkan komposisi belanja 

daerah.  

Gambar 5.1. Komposisi Belanja Daerah pada Rencana Perubahan APBD Kota 

Depok Tahun Anggaran 2022 
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BAB  V 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan pembiayaan 

Kebijakan lainnya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.  

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021 pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp 529.134.977.061,00 yang terdiri dari rencana SiLPA di luar kas daerah 

sebesar Rp 12.213.399.554,00 dan rencana SiLPA di kas daerah sebesar                                        

Rp 516.921.577.507,00.  Berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31 

Desember 2021 bahwa saldo di kas daerah sebesar Rp 448.990.053.911,00; sehingga 

terjadi defisit penganggaran SiLPA antara rencana SiLPA di kas daerah yang tercatat 

pada APBD dengan saldo real pada kas daerah.  Jumlah defisit sebesar                               

Rp 67.931.523.596,00, yang akan ditutupi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022 melalui pengurangan belanja yang tidak prioritas dan penyesuaian pendapatan 

daerah.  Sementara itu jumlah realisasi SiLPA di luar kas daerah berdasarkan hasil 

audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 sebesar Rp 136.546.756.487,00;  

terjadi surplus sebesar Rp 124.333.356.933,00 yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan 

BLUD di Puskesmas dan RSUD Kota Depok serta untuk kebutuhan dana BOS.  Tabel 

dibawah ini menunjukkan posisi SiLPA Tahun Anggaarn 2021 yang digunakan untuk 

perencanaan Tahun Anggaran 2022. 

Tabel 6.1  Rencana dan Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 

NO 
RINCIAN SILPA 

APBD 

RENCANA SILPA 

(Rp) 

REALISASI SILPA 

(Rp) 

LEBIH/KURANG 

(+/-) (Rp) 

1 2 3 4 5 

1 
SILPA DILUAR KAS 

DAERAH 
12.213.399.554,00 136.546.756.487,00 124.333.356.933,00 

  -BOS 0,00 1.455.512.164,00 1.455.512.164,00 

  -BLUD 12.213.399.554,00 135.091.244.323,00 122.877.844.769,00 

2 
SILPA DI KAS 

DAERAH 
516.921.577.507,00 448.990.053.911,00 -67.931.523.596,00 

  
JUMLAH TOTAL 

SILPA 
529.134.977.061,00 585.536.810.398,00 56.401.833.337,00 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran  APBD Kota Depok TA 2021 
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Pada satu sisi BLUD akan memafaatkan SiLPA tahun 2021 pada perubahan 

APBD TA 2022, tetapi pada sisi lainnya akan dilakukan penyesuaian pendapatan 

menjadi lebih kecil dari anggaran murni APBD TA 2022.  Penyesuaian ini dilakukan 

setelah mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama 

APBD TA 2022 yang memiliki kecenderungan mengalami penurunan.  Kondisi ini 

terjadi karena adanya penurunan angka penderita covid-19 yang berimbas pada 

menurunnya klaim BLUD kepada BPJS, yang merupakan salah satu komponen 

pendapatan BLUD. 

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran pembiayaan 

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kota Depok Tahun 

Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaan direncanakan 

sebesar  Rp 93.915.250.000,00 kepada PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda), yang 

dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan. 
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BAB  VII 

STRATEGI PENCAPAIAN 

7.1. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah 

Upaya yang dilakukan agar pendapatan tidak mengalami penurunan dan 

dipertahankan sesuai dengan rencana pada perubahan APBD Tahun 2022 adalah: 

1. Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah; 

2. Melakukan optimalisasi pelayanan pajak; 

3. Melakukan pemutakhiran data objek pajak; 

4. Penggalian  potensi PAD; 

5. Peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan 

peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan; 

6. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan; 

7. Kebijakan pemberian insentif, kelonggaran dan kemudahan, untuk membantu 

dunia usaha selama masa pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi;dan 

8. Penyesuaian pendapatan daerah memperhatikan realisasi pada Semester I Tahun 

2022. 

7.2. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Depok akan terus konsisten untuk menjaga agar belanja daerah 

dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar target 

belanja dapat dicapai,  beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok 

diantaranya adalah: 

1) Meningkatkan peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan 

mengikutsertakan Badan Layanan Pengadaan dalam verifikasi rencana kerja dan 

anggaran (RKA), hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan paket pekerjaan dalam 

RKA perubahan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, sehingga 

diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa; 

2) Melakukan pembinaan kepada kelurahan dalam menyusun rencana swakelola 

untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan agar 

dapat dilaksanakan sesuai jadwal; 
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3) Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap 

pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh 

pimpinan OPD; 

4) Melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas atau kegiatan 

yang tidak dapat dilaksanakan; 

5) Melakukan kerjasama dengan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terutama 

terhadap kegiatan bersumber dari dana transfer; 

6) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan; 

7) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan 

Provinsi DKI Jakarta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

PENUTUP 

Kcbijakan Umum Perubuhan APBD Kotu Depok Tahun Anggaran 2022 

mcmuat pcrubahan kebijakan umum dan arah pcmbangunan daerah. Sctelah disepakati 

antara Wali Kola dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sclanjutnya akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022. 

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tal1Un Anggarun 2022 yang Lelah 

disepakati antara Wali Kola dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan RAPBD 

Perubahan Tahun Anggaran 2022, dengan telap mempertimbangkan kemungkinan 

penambahan atau pengurangan pendapalan/belanja/ atau pun pagu program/kegiatan 

dari anggaran sementara yang telah disepakati ketika proses pembahasan RAPBD tanpa 

melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD. 

Demikian Kebijakan Urnurn Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 

2022 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalarn penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022. 

\•KETUA DPRD KOTA DEPOK 

-cc:;: ; 
cl.a. T.M. YUSUFSYAH PUTRA 

Depok, September 2022 

WALI KOTA DEPOK 

,,I 

� 
I"" 

Dr. KH.MOHAMMAD IDRIS, MA 
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